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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 94/PMK.06/2019  

TENTANG 

PEJABAT LELANG KELAS I 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Pejabat Lelang Kelas I telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I; 

  b. bahwa untuk pengembangan profesi Pejabat Lelang Kelas 

I dan meningkatkan pelayanan lelang yang lebih optimal, 

transparan, akuntabel, adil, serta menjamin  

perlindungan hukum kepada Pejabat Lelang Kelas I, 

perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai 

Pejabat Lelang Kelas I; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang 

Kelas I; 

www.peraturan.go.id



2019, No.667 -2- 

Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie  

28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); 

  2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Staatsblad 1930:85); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 

tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 375); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEJABAT 

LELANG KELAS I. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk 

melaksanakan lelang. 

2. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pegawai Negeri Sipil pada 

Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat 

Lelang yang merupakan pejabat umum sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
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4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya 

disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan 

negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, 

piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara. 

6. Direktur Lelang yang selanjutnya disebut Direktur 

adalah pejabat unit Eselon II di lingkungan DJKN yang 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kegiatan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi 

serta pelaksanaan pembinaan perencanaan lelang, 

pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan kinerja di 

bidang lelang berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

7. Kantor Wilayah DJKN yang selanjutnya disebut Kantor 

Wilayah adalah instansi vertikal DJKN yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur Jenderal.  

8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang 

selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal 

DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. 

9. Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang 

diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang. 

10. Pemeriksaan Langsung adalah kegiatan pemeriksaan 

yang dilakukan oleh Pengawas Lelang (Superintenden) 

terhadap Pejabat Lelang Kelas I dalam rangka 

pembinaan, pengawasan dan/atau penilaian kinerja. 

11. Pemeriksaan Tidak Langsung adalah kegiatan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Lelang 

(Superintenden) terhadap dokumen lelang dan laporan 

kegiatan Pejabat Lelang Kelas I serta data lainnya. 
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BAB II 

PENGANGKATAN  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Menteri berwenang: 

a. mengangkat; 

b. membebastugaskan; dan/atau 

c. memberhentikan, 

Pejabat Lelang Kelas I. 

(2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur 

Jenderal. 

(3) Direktur Jenderal harus bertanggung jawab secara 

substansi terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

 

Bagian Kedua 

Syarat dan Prosedur 

 

Pasal 3 

Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang sehat 

jasmani dan rohani; 

b. memiliki ijazah paling rendah Sarjana (S-1) atau 

Diploma IV (D-IV) bidang Hukum, Ekonomi, Manajemen, 

Akuntansi, Sosial dan Politik, Teknik atau bidang lain 

yang telah ditentukan, dan telah mendapat izin 

pencantuman gelar dari instansi yang berwenang di 

bidang kepegawaian; 

c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan 

ruang III/a; 
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d. lulus pelatihan Pejabat Lelang Kelas I; dan 

e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau 

hukuman disiplin berat, atau tidak pernah dijatuhi 

hukuman disiplin berat. 

 

Pasal 4 

(1) Usulan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan 

secara tertulis oleh pejabat berwenang kepada Direktur 

Jenderal melalui Direktur dengan disertai: 

a. pertimbangan pengusulan; dan 

b. dokumen persyaratan. 

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yaitu: 

a. Pejabat Eselon II pada kantor pusat DJKN; 

b. Kepala Kantor Wilayah; atau 

c. Kepala KPKNL melalui Kepala Kantor Wilayah. 

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas: 

a. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir 

sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari 

dokter  pemerintah; 

c. fotokopi ijazah minimal Sarjana (S-1) atau Diploma 

IV (D-IV);  

d. fotokopi sertifikat kelulusan Pelatihan Pejabat 

Lelang Kelas I; dan 

e. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang 

bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani 

hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin 

berat, atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 

berat. 
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